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PENDEKATAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
EKONOMI YANG BERORIENTASI PADA PERBAIKAN
IKLIM USAHA UMKM

Teuku Syarif?

Abstrak
Walaupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sering dinyatakan
sebagai katup pengaman perekonomian nasional, tetapi sampai sekarang ini
perkembangan UMKM masih dihadapkan pada berbagai masalah, terutama
yang bersumber dari iklim usaha yang tidak kondusif sebagai akibat dari
kecenderungan berkembangnya persaingan bebas. Upaya untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut tidak dapat seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah
karena ada hal-hal yang harus diselesaikan sendiri oleh UMKM. Kebijakan
pemerintah yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk program, hanya
bersifat sebagai stimulant. UMKM sendiri sebenarnya memiliki berbagai
keunggulan yang bersifat potensial, antara lain jumlah dan karakteristik
UMKM. Dari adanya potensi tersebut UMKM seharusnya dapat membangun
strategi untuk menghadapi iklim usaha yang tidak kondusif, ataupun
mengadaptasikan diri dengan kondisi tersebut. Berbagai solusi dapat dilakukan
oleh UMKM antara lain dengan mengembangkan kerjasama dalam koperasi,
membangun sentra dan klaster bisnis sampai dengan membangun kemitraan
usaha. Dalam mendukung usaha-usaha tersebut pemerintah dapat berperan
baik sebagai regulator yang mampu mengurangi dampak arus persaingan bebas
dan atau sebagai fasilitator yang dapat memperkuat kondisi internal UMKM.

Srategi, Iklim Usaha UMKM, Persaingan Bebas

PENDAHULUAN

Krisisekonomi yang berkembang menjadi krisismultidimensiona antara
tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, memberikan pel ajaran bagi kita bahwa
orientas pembangunan yang hanyabertumpu padatujuan pertumbuhan ekonomi,
akan mempersulit usaha untuk menciptakan pemerataan. Demikian juga
pembangunan yang disandarkan pada sisi penawaran (hanya memperbesar
produksi barang), melalui pembangunan industri skala besar yang diarahkan
pada produksi barang yang berbahan baku impor, menyebabkan perekonomian

9 Peneliti Madya pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKMK, Kementerian
Negara UMKM

! Disampaikan dalam acara diskusi rutin pemberdayaan UMKM Kalangan Peneliti dan
Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian Negara UMKM tanggal 16 Juni 2007
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nasional, terjebak dalam situasi perekonomian dunia yang tidak kondusif.
Kelompok-kelompok usaha besar ternyata tidak berdaya sama sekali untuk
keluar dari kemelut tersebut, dan pada saat inilah koperasi, usahamikro, usaha
kecil dan usahamenengah (KUMKM) telah menunjukkan kehadal annyadalam
mendukung proses penyembuhan perekonomian nasional .

Kesulitan dalam memperoleh permodalan, kesulitan dalam
mengembangkan teknologi dan inovasi produksi, serta kesulitan dalam
mengakses pasar. Demikian juga UMKM tidak mempunyai kekuatan yang
memadai untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan sistem manajemen
usaha, Masalah lainnyadari aspek eksternal yang sangat membatasi kemampuan
UMKM untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain adalah rendahnya
kemampuan untuk dapat mengakses informasi. Kesemua masalah-masalah
tersebut berinteraksi menjadi kendala yang akan sangat sulit untuk dapat
dieleminir oleh UMKM sendiri tanpaadanya penyatuan kekuatan dari kalangan
ini dan atau komitment politik yang kuat dari pemerintah. Menyadari kondis
seperti itu berbagai kalangan telah mengedepankan solusi
pemberdayaan UMKM melalui pemberdayaan koperasi. Solusi tersebut
memang sudah dioperasionalkan secara baik dalam era orde baru, tetapi yang
terlihat selama era reformasi sekarang ini adalah kinerja koperasi semakin
menyurut dan semakin jauh dari harapan, sertabel um sepenuhnyamampu untuk
mendukung UMKM dalam menghadapi iklim usaha yang diwarnai oleh
kecenderungan persaingan bebas. Sebaliknyaada kecenderungan menurunnya
kinerjakoperasi baik dari aspek kel embagaan maupun usahanya seperti terlihat
padatabel 1.

Tabe 1. Kinerja Koperasi Tahun 1998 Sampai Dengan Tahun 2006

No KinerjaKoperas 1997 2003 2005 2006
[. | Kelembagaan

a) Jumlah Koperasi (unit) 213.428 129.321 112.418 111.200
b) Jumlah anggota (Rb Org) 36.271 24.380 27.286 271.776

Il | Usaha
1) Modd (Rp. J) 18.321.429 | 29.330.128 | 33.015.430 | 38.830.072
2)  Volume Usaha (Rp.Jt) 25.339.527 | 31.876.004 | 40.831.693 | 62.718.500
3) SHU (Rp. &) 1.479.553 2.418.943 2.198.320 3.216.818

Sumber Diolah dari Data Kementerian Negara UMKM per tanggal 31 Desember 2007.

Keterangan :
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Tabel 1 di atas memperlihatkan adanya penurunan kinerja koperasi tersebut
baik dalam hal jumlahnya, jumlah anggotanya. Demikian jugadari aspek usaha
terlihat adanya penurunan jumlah modal yang dimiliki, omset (volume usaha),
maupun sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh.

Dalam menghadapi kondisi ekonomi nasiona dan perekonomian dunia
yang semakin kental diwarnai oleh persaingan dan efisiensi, nampaknya UM KM
tidak lagi dapat bersandar pada dorongan dari luar, tetapi UMKM harus dapat
menjadikan unsur luar dan segalapermasal ahan yang dihadapi sebagai tantangan
untuk lebih mengedepankan potens internal mereka. UMKM telah membuktikan
kehandalannya dalam menghadapi kondisi yang paling sulit seperti pada era
krisis moneter. Ketahanan UMKM tersebut mengindikasikan bahwa mereka
memiliki potensi yang besar, yang dapat diandalkan. Untuk itu yang diperlukan
sekarang adal ah bagaimanaenergi potensial yang ada padamerekadapat diubah
menjadi energi aktual untuk dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Potensi dan Kendala Pemberdayaan UMKM
2.1. Potenss UMKM

Pemberdayaan melalui optimalisasi potensi UMKM sebagai
implementasi dari keinginan mengembangkan ekonomi rakyat merupakan
opsi yang sangat mungkin mengingat UMKM memiliki beberapapotensi
unggulan antaralain: a) Sebagian besar usahamerekamenggunakan bahan
baku lokal dan bersifat padat karya; b) Moda kecil dengan time lag
cepat serta; ¢) Mampu memaksimalkan sumberdaya lokal karena dapat
dilaksanakan diberbagai tempat sesuai dengan potensi daerah. Namun
demikian pemberdayaan UMKM merupakan pekerjaan yang sangat besar
dan rumit. Hal ini dikarenakan banyaknyajumlah UMKM yang menurut
Biro Pusat Statistik (tahun 2007) telah mencapai |ebih dari 48 juta unit
usaha. Demikian juga UMKM tersebarnya dalam wilayah yang sangat
luas, sertaberagamnyajenisusahayang dilakukakan oleh UMKM. Salah
satu masal ah yang dihadapi dalam rangka pemberdayaan UMKM dalam
eraotonomi daerah sekarang ini adalah keragaman pemahaman tentang
kepentingan pemberdayaan UMKM dalam rangka mengatasi masalah-
masalah perekonomian nasional. Hal ini sangat perlu diperhatikan
mengingat dari pemahaman tersebut akan melahirkan kepedulian.

Potensi UMKM memang perlu dikedepankan karenafaktor inilah
yang akan dijadikan andalan untuk membangun ekonomi yang bercorak
kerakyatan, yang diharapkan mampu mengatasi masal ah pengangguran
dan kemiskinan. Dua kelebihan UMKM yang dapat dijadikan dasar
pemikiran dalam merancang strategi pemberdayaan kelompok ini adalah:
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2.2.

1)

2)

Jumlah dan Penyebaran UMKM

Jumlah UMKM sangat banyak dan tersebar luas diseluruh wilayah
Republik Indonesia. Dengan demikian UMKM dapat dipandang
sebagai asset nasional dan juga asset yang paling potensial bagi
daerah, oleh sebab itu pemberdayaan UMKM merupakan salah satu
wujud pemerataan pembangunan. Pemberdayaan UMKM bukan sgja
merupakan target pembangunan di tingkat pusat, tetapi jugamerupakan
bagian dari program-program pembangunan daerah, yang idealnya
harus dimasukan dalam kalkul us perencanaan pembangunan daerah.

Karakter UMKM

Sebagian besar kegiatan UMKM bersifat: @) padat karya, sehingga
tidak banyak memerlukan modal sebaliknya mampu menampung
potensi sumberdaya manusia; b) tidak memerlukan teknologi tinggi
sehingga berpeluang untuk dilaksanakan oleh kalangan yang
berpengetahuan terbatas (non skill); ¢) Banyak memanfaatkan
sumberdaya lokal sehingga tidak banyak terpengaruh oleh gejolak
perekonomian internasional, sebaliknya dapat merangsang
pertumbuhan usaha lokal yang berdampak luas pada optimalisasi
pemanfaatan seperti lahan, hasil-hasil pertanian tambang dan bahan
galian, produk sampingan hasil hutan dil. Dengan demikian
ketergantungannya pada produk-produk barang import relatif rendah;
d) Selang waktu produksi (time lag) relatif singkat sehingga cepat
menghasilkan produk dan; €) Produk barang bervariasi dari bahan
mentah sampai dengan produk akhir. Sebagian produk UMKM
merupakan bahan-bahan kebutuhan primer sedangkan sebagian
lainnya merupakan barang-barang yang potensi pemasarannya baik
di dalam maupun di luar negeri masih cukup luas.

Kendala

Keberhasilan pemberdayaan UMKM masih dihadapkan oleh

banyak masalah antara lain: @) Rendahnya Produkfitas UMKM yang
berdampak pada kesenjangan rata-rata sumbangan terhadap PDB dan
pendapatan yang diterima antara UMKM dengan Usaha besar; b)

Terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif seperti

permodalan, teknologi produksi, penguasaan informasi dan aksesterhadap
pasar serta; ¢) Tidak kondusifnyaiklim usahayang dihadapi oleh UMKM

sehingga memperbesar peluang terjadinya marjinalisasi dari kelompok

UMKM.

K etigamasalah di atas merupakan dampak dari adanyaberbagai

masalah baik sektoral maupun fungsional yang saling berkaitan, yang
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untuk mengetahuinyaharusdiuraikan secara s stematis dan komprehensif.
Untuk mempercepat proses pemberdayaan UMKM pemerintah telah
mengeluarkan berbagai kebijakan baik yang bersifat sektoral melalui
instansi yang berwenang, maupun melalui pendekatan kedaerahan.
Sebagian dari kebijakan telah dapat diimplementasikan dalam berbagai
bentuk program, tetapi program-program tersebut tidak dengan sendirinya
dapat mengeleminir semua kendalayang dihadapi oleh UMK M.

I11. Srategi Pemberdayaan UMKM
3.1. Pendekatan Dalam Penyusunan Srategi Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UM KM merupakan pekerjaan yang sangat besar
dan rumit, oleh sebab itu apa-apa yang dilakukan pemerintah melalui
pelaksanaan berbagai program langsung adalah bersifat stimulan untuk
mendorong UMKM agar secara mandiri dapat mengatasi permasalahan
yang dihadapi. Dari ketigamasal ah pokok yang dihadapi oleh UMKM di
atas, juga tidak mungkin semuanya dimasuki oleh pemerintah, karena
pemerintah sebagai unsur penyeimbang hanyamengel uarkan kebijakan-
kebijakan yang pada hakekatnya dapat mendorong pemanfaatan
sumberdaya pembangunan secaraoptimal. Banyak hal-hal yang menjadi
kendala dalam pemberdayaan UMKM tetapi berada di luar jangkau
kewenangan pemerintah, atau pemerintah jugaperlu mempertimbangkan
unsur-unsur lainnya dalam mengeluarkan kebijakan untuk mendorong
UMKM dari aspek tersebut. Sejalan dengan uraian di atas dapat
dikemukakan konsepsi Strategi Pemberdayaan UMKM untuk
mengantisipasi iklim usahayang tidak kondusif seperti Bagan 1 di bawah

PROGRAM —-PROGRAM
PEMERINTAH

1) Kemudahan Perizinan
2)  Perkuatan modal

n:
PERMASALAHAN STRATEGI
UMKM - PEMBERDAYAAN
UMKM

{

IKLIM USAHA UMKM

3)  Pengembangan Pasar
4)  Penyediaan peralatan

izi KINERJA UMKM produksi
; Efégﬂ.ii? ---------------------- 5)  Penyediaan Informasi
3. Permodalan 1) Jim UMKM
4. Pemasaran 2) Rataan Modal
5. Informasi 3) Rataan Omset

4) Rataan Laba

Bagan 1 : Srategi Pemberdayaan UMKM
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3.2. Srategi UMKM dalam Menghadapi Era Globalisasi

Sebagai kelompok usaha dengan jumlah terbesar dalam struktur
dunia usaha yang ada di Indonesia, idealnya UMKM dapat berperan
dominan dalam berbagai aspek perekonomian. K enyataan menunjukkan
bahwaUMKM dibangun oleh parapengusahayang memiliki aset terbatas,
kemampuan bisnis terbatas dan jaringan usaha yang tidak terkoordinasi
dengan baik. Kondisi ini memang merupakan warisan dari jaman kolonial
yang sampai sekarang ini belum dapat dihapuskan, walaupun jumlah dan
peranaan UMKM dalam sistem perekonomian relatif cukup besar.
UMKM lebih sering menjadi kelompok yang termarjinalkan terlebih lagi
bila kebijakan pembangunan diarahkan pada upaya mengejar angka
pertumbuhan, yang mengarah pada kegiatan-kegiatan padat modal.

Masaresesi multidimensiona yang melahirkan erareformasi juga
telah memberikan pengalaman kepada bangsa Indonesia bahwa peran
UMKM dalam perekonomian nasional perlu diperhitungkan, oleh sebab
itu dalam menghadapi ekonomi global UMKM juga harus bersiap diri.
Salah satu persiapan yang perlu mendapatkan perhatian adal ah perbaikan
produktifitas UMKM dengan penerapan teknologi khususnya teknol ogi
tepat guna yang tetap dapat mempertahankan kriteria UMKM sebagai
kelompok usahayang bersifat padat karya. Faktor lainnyayang jugaperiu
dikembangkan dalam rangka menghadapi persaingan pasar yang akan
semakin ketat adalah pembentukan jaringan usaha yang harus dibangun
melalui usaha penguasaan informasi dan komunikasi usaha.

K eduaaspek usahatersebut memang dapat dikembangkan sendiri
oleh UMKM bilaUMKM beradadalam kondisi yang optimal dalam arti
katakondisi internalnyatelah cukup kuat dan lingkungan UMKM cukup
kondusif. Kemampuan internal UMKM dimungkinkan bilakelompok ini
memiliki kekuatan permodalan dan SDM. Sedangkan dari aspek eksternal
lingkungan ekonomi dan politik cukup kondusif. Konsepsi kearah
pengembangan penguasaan informasi dan pengembangan teknologi
produksi jugatidak luput dari perhatian permerintah. Untuk membantu
mengembangkan informasi dan jaringan usaha pemerintah telah
memperkenalkan konsep sentra dan kluster bisnis sedangkan untuk
pengembangan teknologi produksi pemerintah telah mensosialisasikan
berbagai teknologi tepat guna. Memang apa-apayang tel ah diprogramkan
oleh pemerintah tersebut hanyabersifat stimulan dan diharapkan UMKM
bersama dengan masyarakat dapat mengembangkannya sendiri, sesuai
dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.
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Sebagai kegiatan stimulan, program-program pemerintahidea nya
merupakan suatu perspektif yang luas dan terpadu. Kebijakan
pemberdayaan UMKM harus|ebih |uas daripada sekedar membuat daftar
program-program dukungan finalsial dan teknisyang berdiri sendiri tanpa
adanya kaitan antara satu dengan yang lain. Untuk meningkatkan
efektifitas, kebijakan pemberdayaan UMKM memang diperlukan adanya
suatu konsepsi dasar yang dibangun berdasarkan suatu kajian yang
komprehensif, terutama menyangkut reorentasi peran pemerintah dalam
banyak aspek. Salah satuisu sentral dalam pemberdayaan UMKM selama
ini adalah tidak adanya kesinambungan pelaksanaan program-program
yang dilaksanakan oleh pemerintah atau kebijakan program sebagian
bersifat trial and eror. Untuk itu maka diperlukannya adanya suatu
kebijakan yang berkesinambungan yang berkaitan langsung dengan
perbaikan penyel enggaraan pemerintah (good gover nence). Pemerintah
merupakan pelaku tunggal yang dapat menjamin penyelenggaraan
pemerintah yang baik dan penentu aturan main dalam ruang lingkup
kegiatan antara pelaku usaha (UMKM dan usaha besar). Demikian juga
tanpa meletakan pra kondisi dasar manajemen yang sehat, peraturan
perudangan investasi dalam layanan sosial yang mendasar, infrastuktur
dan modal SDM. Makalangkah-langkah khusus untuk mempromosikan
usaha di indonesia hanya akan merupakan hal yang semu saja.

Ada beberapa bidang kebijakan prioritas untuk perbaikan
penyel enggaraan pemerintahan, antaralain: penciptaan dan pemeliharaan
stabilitas politik dan ekonomi makro. Reformasi sistem peradilan, serta
pengangguran defisit anggaran untuk mengurangi tekanan terhadap bunga
komersial. Pemerintahan yang baik jugaberarti penerapan kebijakan dan
program secaratrangparan bertanggung jawab. Stimulasi lingkungan untuk
meningkatkan daya saing secara teknis maupun finansial. Pemerintah
tidak dapat langsung mengatasi hambatan luar maupun defisit internal
yang dialami oleh sebagian besar atau bahkan seluruh 40 jutausahamikro,
kecil dan menengah di Indonesia. Sebaliknya peran pemerintah adalah
menciptakan insentif serta membantu bisnis agar mampu menghadapi
persaingan. Secara praktis, hal ini berarti membangkitkan upaya untuk
menghilangkan monopoli dan menghapusberbagai hambatan perdagangan
dalam negeri dan internasional. Sehingga dapat meningkatkan peluang
bisnis usaha mikro dan dan sakses kepada sumberdaya produktif untuk
meningkatkan daya saing usaha mikro dan kemampuan berwiraswasta,
instrumen pengaturan terfokus pada standarisasi dan sertifikasi, serta
piranti tidak langsung seperti peningkatan aksesinformasi dan pelatihan
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yang relevan, serta memadukan isu pengembangan usaha mikro dalam
kebijakan terkait.

Daya saing usaha mikro ke sumberdaya produktif sangat
bergantung pada kemajuan dan tindakan yang diambil dalam bidang
perdagangan dan investasi, pengembangan infrastruktur, pembangunan
daerah, komuniksi serta angkutan. Kebijakan privatisasi dan belanja
pemerintah membentuk pel uang usahabagi usahamikro. Selainitu usaha
mikro merupakan obyek, pelaku sekaligus pemanfaat penting dari
kebijakan ketenagakerjaan, lingkungan dan perlindungan konsumen.
Peningkatan partisipasi stakeholder sektor swasta; partisipasi yang kuat
dari stakeholder sektor swasta dalam perencanaan kebijakan akan
mencegah kebijakan terhadap kelompok khusus dan memfasilitasi
identifikasi distori pasar. Dalam implementasi kebijakan, asosiasi usaha
sektor swasta dapat bertindak sebagai multiplier yang kuat, dengan
mengambil alih peran penting dalam pengembangan kemampuan dan
meningkatkan akses usaha mikro kecil, informasi pasar dan teknologi
yang relevan. Akhirnyapengakuan masyarakat terhadap organisasi sektor
swasta akan memperbaiki citra organisasi tersebut disamping
meningkatkan kekuatan pasar (bargaining power para anggota secara
kol ektif terhadap palaku ekonomi lainnya.

Dengan demikian upaya peningkatan partisipasi stakeholder
sektor swasta akan diintensifkan melalui gabungan beberapa macam
instrumen-instrumen ini termasuk pendiri forum stakeholder diberbagai
tingkatan, intrumen peningkatan kemampuan khusus maupun intensifikas
kerjasamadengan asosias usahadalam implementasi kebijakan partisipasi
stakehol der sektor swasta juga akan meningkatkan pada saat pemerintah
mengurangi keterlibatananyada am memberikan layanan-layanan tertentu
seperti penyediaan informasi pasar yang sebaiknya disalurkan melalui
asosiasi sektor swasta.

Pengkajian peraturan: Membuat peraturan adalah salah satu
fungsi inti negara. Pengaturan pemerintah dan implementasi
administrasinya mempengaruhi akses usaha mikro terhadap pasar, serta
biaya transaksi dan administrasinya. K etidakpastian hukum dan peraturan
dapat membuat distori proses pengambilan keputusan usaha mikro
sehinggatidak menggairahkan perencanaan dan investasi jangkapanjang.
Sertadapat menjadi lahan subur untuk korupsi. Oleh karenaitu, penciptaan
peraturan bisnis dan regulasi perpajakan yang jelas, konsisten dan tidak
diskriminatif termasuk perencanaan administrasi untuk pelaksanaanya,
merupakan instrumen kunci bagi implementasi strategi pengembangan
usahamikro.
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Dari sis praktis, hal ini berarti penci ptaan undang-undang prosedur
administrasi sebagai kerangka acuan yang meningkat diberbagai
departemen dan lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi mengatur
maupun mengkaji perundangan dan peraturan kunci yang mempengaruhi
akses usahamikro terhadap pasar, biayatransaksi dan administrasi, serta
keamanan bisnisnya. Disamping itu perlu adanya peningkatan perhatian
pada standarisasi dan sertifikasi sebagai pendorong keterbukaan pasar
dan keamanan konsumen, sekaligus stimulasi persaingan dan pengurangan
biaya transaksi dan resiko usaha. Kolaborasi intensif dengan para
stakeholder swasta yang relevan, khususnya asosiasi usaha, akan
menolong identifikasi hambatan peraturan dan admintrasi serta serta
pengembangan rancangan kelayakan implementasi. Termasuk partisipas
kuat stakeholder swasta untuk penguat standarisasi produk dan layanan.
Daam hal ini, instrumen kunci lainnyaial ah pembentukan sejumlah forum
dan kelompok kerja stakeholder untuk mendukung proses pengkajian
peraturan dan kebijakan. Tidak terlibat dalam layanan langsung.

Pengalaman umum di Indonesia maupun di negara-negaralain
menunjukan bahwa dukungan pelayanan langsung kepada usaha mikro
oleh pemerintah adalah kurang baik, Indonesia telah memperkenalkan
beberapa skema layanan usaha mikro, termasuk kredit subsidi,
pendampingan teknis dan kewajiban melakukan kemitraan antara
perusahaan besar dan perusahaan kecil. Namun demikian, skemalayanan
termasuk kurang berhasil. Promosi dan program dukungan pemerintah
kepada usaha mikro di waktu lampau cenderung bernuansa politis
ketimbang pasar riil, dan dengan demikian |ebih merefleksikan tujuan politik
dari pada layanan kebutuhan usaha secara sektor program-program ini
dirancang secara birokratisterpusat, padat dengan subsidi, dan memiliki
jangkauan sasaran yang terbatas. Dari sisi efektivitas, program-program
ini jugamenghambat penyediaan |layanan komersial yang potensial dari
sektor swasta. Oleh karena itu, sejauh dimungkinkan, distorsi pasar
layanan untuk usahamikro seyogyanyadiatas melalui instrumenregulas,
termasuk regulasi Bank Indonesiadan standar supervis terhadap lembaga
dan jasa keuangan. Jika intervensi langsung dianggap benar-benar
dibutuhkan, seharusnyaintervens tersebut diserahkan ke pengembangan
pasar, penyedian layanan jasa keuangan dan jasa dukungan sacara
komersial. Hal ini akan meningkatkan jangkauan, efisiensi dan
kesinambungan intervensi pemerintah.
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3.3.

Peran Pemerintah Dalam Mendukung Pemberdayaa UM KM

Walaupun pemerintah tidak sepenuhnya dapat berkonsentrasi
pada upaya pemberdayaan UMKM, tetapi berbagai program yang
dilaksanakan dalam upaya mempercepat pemberdayaan UMKM telah
dilaksanakan secaraintensif. Dalam tiga tahun terakhir (tahun anggaran
2004 sampai dengan 2006) Kementerian Negara Koperasi dan UKM
telah melaksanakan program-program pemberdayaan yang diarahkan
untuk memperkuat kondisi dan posisi dalam sistem perekonomian. Program
dimaksud dinamakan program perkuatan UMKM. Program yang
bertujuan samajugatelah dilakukan oleh 11 Instansi pemerintah antara
lain oleh Menteri negara Koordinator Bidang Ekuin, Departemen
Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan dan lain-
lain. Dalam tigatahun tersebut K ementerian NegaraKoperasi dan UKM
telah melaksanakan 16 jenis program pemberdayaan dan menyalurkan
dana bantuan perkuatan untuk UMKM sebesar Rp 2,35 triliun (5,7%
dari anggaran pemberdayaan UMKM).

Pada prinsipnya pemberdayaan UMKM dilakukan melalui: a)
revitalisasi peran koperasi dan perkuatan posiss UMKM dalam sistem
perkonomian nasional dan; b) revitalisasi koperasi dan perkuatan UMKM
dilakukan dengan: 1) Memperbaiki akses UMKM terhadap permodal an,
tekologi, informasi dan pasar, 2) Memperbaiki iklim usaha: a)
Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan; b)
Mengembangkan potensi sumberdaya lokal. Untuk tujuan tersebut
Kementerian Negara Koperasi dan UKM bekerjasama dengan instasi
terkait dan Pemerintah Daerah Propinsi serta Kabupaten/K ota Madya,
telah melaksanakan program-program pemberdayaan UMKM dan
koperasi yang difokuskan pada:

1. Penataan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan
UMKM dan Penataan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-
undangan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM.

2. Peningkatan Akses UMKM terhadap Sumber-sumber Pendanaan
yang antara lain melalui program pengembangan berbagai Skim
Perkreditan untuk UMKM dan Program pembiayaan produktif
koperasi dan usaha mikro.

3. Pemberdayaan di Bidang Produksi melalui Bantuan Sektor Usaha
Selektif sebagai stimulant antara lain: Program pengembangan
Pengadaan Pangan Koperasi dengan sistem Bank Padi dan Program
pengembangan usaha penangkapan ikan.




Pendekatan dan Strategi Pembangunan Ekonomi yang Berorientasi pada Perbaikan lklim Usaha UMKM
(Teuku Syarif)

4. Pengembangan Jaringan Pemasaran yang antara lain melalui
Promosi proyek UMKM, Modernisasi usaha ritel koperasi dan
Pengembangan sarana pemasaran UMKM.

5. Pemberdayaan Sumberdaya UMKM antara lain melalui program
penum buhan wirausaha baru Peningkatan kemampuan teknis dan
mangjerial UMKM dan Pengembangan kualitas layanan Koperasi.

6. Pengkgjian, Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya UMKM dan
Koperasi yang antara lain melalaui: pengkajian, penelitian dan
pengembangan potensi kendala dan permasalah UMKM; Diskusi
Permasalahan dan Isu-isu strategis dalam proses pemberdayaan
UMKM dan Sosialisasi hasil-hasil kajian, penelitian, pengembangan
dan diskusi pemberdayaan UMKM, melalui penerbitan buku, jurnal
dan majalah llmiah.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengkajian
Sumberdaya UKMK tahun 2006 di Sumatera Barat, Jawa Barat, Bali,
Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa Pada
umumnya penerima bantuan perkuatan adalah mereka yang sudah
berusaha disuatu bidang usaha atau berpengalaman rata-rata 2,3 tahun.
Sebagian besar (68%) tidak memiliki modal sendiri, tetapi menggunakan
modal pinjaman dari pihak lain. Penghasilan yang diperoleh dari usaha
yang dilaksanakan cukup menguntungkan dengan margin rata-rata 62,1%
dari modal per tahun.

Oleh karena bantuan perkuatan yang diterimajumlahnyarelatif
kecil (rata-rata Rp 1,94 juta), dana tersebut baru cukup untuk
menghilangkan (mensubstitusi) ketergantungan padasumber permodalan
lain (sebagian dari rentenir). Namun demikian, dengan adanya bantuan
perkuatan sebesar Rp 1,94 juta, Omset UMKM meningkat 20,91% dari
rata-rata Rp 44,429 juta, menjadi Rp 53,489 juta. Demikian juga laba
UMKM meningkat 27,68% dari rata-rata Rp 10,495 juta, menjadi Rp
13,436 juta per tahun. Oleh karena jumlah modal yang berasal dari
program perkuatan jugatidak terlalu besar, maka perluasan skala usaha
dengan adanya pinjaman modal perkuatan hanya bertambah sebesar 31%.
Akibatnya UMKM belum mampu menambah tenaga kerja dari luar,
makaoutput yang dihasilkan masi h terbatas pada peningkatan pendapatan
UMKM dan belum mengurangi pengangguran, tetapi jam KerjaUMKM
bertambah rata-rata 1,85 jam per hari. Dengan demikian rata-rata
pertambahan tenaga UMKM sebesar 0,65 orang per UMKM.
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Sumbangan UMKM terhadap PDB relatif tidak banyak berubah,
atau tidak mengalami tambahan yang signifikan. Hal ini dapat dijelaskan
dengan memperhatikan bahwa pertambahan jumlah PDB yang berasal
dari adanyaUMKM yang mendapat bantuan perkuatan sebesar Rp 2.142
jutaadal ah sangat kecil (0,83%) dibandingkan dengan PDB daerah yang
mencapa Rp 3.878 Miliar. Kondis yang demikian nampaknyacukup wajar
karenajumlah UMKM yang menerimabantuan hanya0,42% dari jumlah
UMKM. Demikian juga usaha-usaha yang dilaksanakan oleh UMKM
merupakan kegiatan spesifik daerah yang tidak lagi memberikan imbas
secarasignifikan terhadap kegiatan usahayang ada dibel akangnya (back
word efect), maupun yang ada di depannya (fore word efect), karena
usaha-usaha tersebut sudah ada sebelumnya dan pertambahan jumlah
kebutuhan maupun produk yang dihasilkan oleh UMKM yang mendapat
bantuan perkuatan jugarelatif masih sangat sedikit.

Dari hasil penelitian tersebut juga diketahui rata-rata kebutuhan
modal UMKM sebesar Rp 4,07 juta, sedangkan rata-ratajumlah pinjaman
yang diberikan baru mencapai Rp 1,94 juta per UMKM). Jumlah dana
yang sudah disalurkan baru mencukupi 8,37% dari jumlah UMKM, yang
membutuhkan pinjaman modal Dengan asumsi dana tersebut dapat
digulirkan secaralancar makawaktu yang perlukan untuk satu kali rotasi
adalah 11,94. Sumbangan kel ompok UMKM terhadap PDB relatif tidak
berubah banyak, atau tidak mengal ami tambahan yang signifikan. (1,46%)

PENUTUP

Walaupun UMKM sering dinyatakan sebagai katup pengaman
perekonomian nasiond, tetapi sampai sekarang ini perkembangan UMKM masih
dihadapkan pada berbagai masalah, terutamayang bersumber dari iklim usaha
yang tidak kondusif sebagai akibat dari kecenderungan berkembangnya
persaingan bebas. Dalam menghadapi kondisi ekonomi nasional dan
perekonomian duniayang semakin kental diwarnai oleh persaingan dan efisiens
tersebut, nampaknya UMKM tidak lagi dapat bersandar pada dorongan dari
luar, tetapi UMKM harus dapat menjadikan unsur luar dan segala permasal ahan
yang dihadapi sebagai tantangan untuk |ebih mengedepankan potensi internal
mereka. Potensi internal UMKM telah membuktikan kehandalannya dalam
menghadapi kondisi yang paling sulit seperti padaerakrisis moneter. K etahanan
UMKM tersebut mengindikasikan bahwamerekamemiliki potensi yang besar,
yang dapat diandalkan. Untuk itu yang diperlukan sekarang adal ah bagaimana
enersi potensial yang ada pada mereka dapat diubah menjadi energi aktual
untuk dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kebijakan pemerintah yang
diimplementasikan dalam berbagai bentuk program, hanya bersifat sebagai
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stimulan. UMKM sendiri sebenarnya memiliki berbagai keunggulan yang
bersifat potensial, antaralain jumlah dan karakteristik UMKM.

Dari satu sisi adanya potensi tersebut UMKM seharusnya dapat
membangun strategi untuk menghadapi iklim usahayang tidak kondusif, ataupun
mengadaptasikan diri dengan kondisi tersebut. Berbagal solusi dapat dilakukan
oleh UMKM antara lain dengan mengembangkan kerjasama dalam koperasi,
membangun sentra dan klaster bisnis sampai dengan membangun kemitraan
usaha. Dalam mendukung usaha-usaha tersebut pemerintah dapat berperan
baik sebagai regulator yang mampu mengurangi dampak arus persaingan bebas
dan atau sebagai fasilitator yang dapat memperkuat kondisi internal UMKM.
Disisi yanglain untuk memajukan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan
diperlukan adanyakomitmen yang kuat dari semuakalangan. Untuk membangun
komitment yang lebih besar dapat sgja dikembangkan isu politik yang dapat
dipertanggung jawabkan. Strategi tersebut diperlukan untuk memberikan
keyakinan kepada para pengambil keputusan agar lebih berpihak kepada
pembangunan kelompok UMKM. Sgjauhtidak adanya proseskomunikasi politik
yang langsung dibangun dan ditumbuhkan oleh para eksponen yang bergerak
dalam pemberdayaan UMKM, maka sulit bagi UMKM untuk dalam waktu
singkat mampu berdiri sejajar dengan perusahaan besar.

Jumlah UMKM sangat banyak dan tersebar luas di seluruh wilayah
Republik Indonesia. Dengan demikian UMKM dapat dipandang sebagai asset
nasional dan juga asset yang paling potensial bagi daerah, oleh sebab itu
pemberdayaan UMKM merupakan salah satu wujud pemerataan pembangunan.
Pemberdayaan UMKM bukan saja merupakan target pembangunan di tingkat
pusat, tetapi jugamerupakan bagian dari program-program pembangunan daerah,
yang idealnya harus dimasukan dalam kalkulus perencanaan pembangunan
daerah.

Beberapa potenss UMKM yang idealnya dapat digali dalam rangka
menghadapi persaingan adalah: a) kegiatan ussha UMKM yang bersifat padat
karya, sehinggatidak banyak memerlukan modal sebaliknyamampu menampung
potensi sumberdaya manusia; b) tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga
berpeluang untuk dilaksanakan oleh kalangan yang berpengetahuan terbatas
(non skill); c) Banyak memanfaatkan sumberdayalokal sehinggatidak banyak
terpengaruh oleh gejolak perekonomian internasional, sebaliknya dapat
merangsang pertumbuhan usahalokal yang berdampak luas pada optimalisas
pemanfaatan seperti lahan, hasil-hasil pertanian tambang dan bahan galian,
produk sampingan hasil hutan dil. Dengan demikian ketergantungannya pada
produk-produk barang import relatif rendah; d) Selang waktu produksi (time
lag) relatif singkat sehingga cepat menghasilkan produk dan; €) Produk barang
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bervariasi dari bahan mentah sasmpai dengan produk akhir. Sebagian produk
UMKM merupakan bahan-bahan kebutuhan primer sedangkan sebagian lainnya
merupakan barang-barang yang potensi pemasarannya baik di dalam maupun
di luar negeri masih cukup luas.
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